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ABSTRAK

CATATAN

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 206a ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan
Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain di Wilayah Perairan Indonesia yang
Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang.

Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2008;
UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 20 Tahun 2010; PERPRES
No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara dan Persyaratan
Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain di Wilayah
Perairan Indonesia yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan
Barang meliputi persyaratan dan tata cara PPKA, pengadaan kapal berbendera
Indonesia, pelaporan kegiatan penggunaan kapa lasing, pengawasan dan
evaluasi kerja, tata cara dan pengenaan sanksi administratif.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Februari 2021
dan ditetapkan tanggal 29 Januari 2021.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 92 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian
Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk
Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan
Laut Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1355)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 92 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan
Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan
Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 802), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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